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TENTANG

O
x0
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,»\"\\
AV
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 3»§\<

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pa{@\f 123 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Norrologg;\86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pelzée\ﬁdalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Ca;@ Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencédma Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Ren ﬁ%a Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta @‘t’a Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangk'a,é\ Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerahé‘}é}lu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rencan,%%w Strategis Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Tefgah Tahun 2021-2026;

Q
1. Pasal &‘g'éyat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

A\
Indphﬁqsia Tahun 1945;

2. L{‘@ang—Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
& dang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang

:"j: Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat [ Kalimantan

X
. Q ! Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun

1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1622);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang )
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan R,

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia m{\\
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negapé\\«)

Republik Indonesia Nomor 4438); QO

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang R t’\na
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2008-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 )7 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik In\tig&sia Nomor
4700); . '

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,{%‘1\”1tang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik InQQhesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia
Nomor 4725); ée

9. Undang-Undang Nomor 123»:;\\Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pemifn(dang—undangan (Lembaran
Negara Republik Indon y” Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran N\i ra Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana t%lg diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 28: tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor %?v”Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pemp@aﬁg—undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tal i 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Re blik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang,—\Q}idang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahf}%& 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Reaa\ublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

~béberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

w Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

‘ Q\w/

24.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentarfé\v

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangy
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia un
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tent encana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahumi»2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahl,K 020 Nomor
10); ,\"/

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubhk Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tat \\~Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembanglnan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturar}»\baerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panj ébng Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka M @gah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Perg\ gunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembanguniqg} Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2@\}7 Nomor 1312);

Peraturan Men‘\t@% Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Pen"é.?%ipan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Regub ik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);

Peratura{p Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Regﬁb ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

\“aturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
0 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



Menetapkan
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25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 —
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 34);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah '\\

Nomor 81); /&\.)\

27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomo,4$1:6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan J a
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahk:gg 021
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kzéhmantan
Tengah Nomor 102);

(/
MEMUTUSKAN: \‘\“

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENQANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KA\i;,I:MANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026.

Pasal}g\\

Dalam Peraturan Gubernur ini, \’ng dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adaléh/ epala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemeruftahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusah®’ pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah\ﬁf)nom

. Provinsi adalah\%i}b\’lmm Kalimantan Tengah.

. Gubernur adal@h Gubernur Kalimantan Tengah.

.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
dlslngkat;')@ﬁ’RD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah.

S. Peran%kat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
da{g ewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam
\Q‘ényelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

R (\&(ewenangan Daerah Provinsi.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

S WIN

7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan
Kepala Daerah.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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(1)

(2)

(4)

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada
RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

. Pendahuluan;

. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;

SR o 00 oD

. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; , ,\{\
. Penutup. X &
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksu@i\pada
. O .
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan’ bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Guberri]E;'(/ i.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di aksud pada
ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakax{f;} program dan
kegiatan Perangkat Daerah yang akag\‘g}laksanakan pada
tahun 2021-2026, berdasarkan strafegi, arah kebijakan,
program pembangunan Daerah ng ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RI}XMD Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2021-2026. x«f\('

X

Renstra Perangkat Da r@h Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

o

2021-2026 sebagaimér}a dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.
b.

C.

d.

Inspektorat Pro@%m Kalimantan Tengah;

Badan Perencdhaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan

Tengahy)

Badé;\“ endapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
dén Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan

€.
lengah;

&

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Tengah;

. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
.Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah;

P

Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan; /&V

N\
~O



)

-6 -

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

» 10D

O NS M

a

bb.

CC.

dd.

ee.
ff.

g8-

hh.

i.
i
kk.

Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan

Tengah;
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan
Tengah;

.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provin;i\(:)\

Kalimantan Tengah;

. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Te u
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah; O
.Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah; ‘A’
. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah; ﬁ'\\
. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimzs n Tengah;

. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prg\(lnsa Kalimantan

Tengah;

Dinas Pemberdayaan Perempuan Q\«Perhndungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluafga Berencana Provinsi
N\

Kalimantan Tengah; A\
Dinas Tenaga Kerja dan TranS‘n‘rigram Provinsi Kalimantan
Tengah; >~

Dinas Pemberdayaan Nfa}yarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Tengah; . 7,
Dinas Perpustakaan de;n Ar31p Provinsi Kalimantan Tengah;
Dinas Kependudukaxyh« “dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan
Tengah; N\
Sekretariat Déwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Tergah;
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
Badan Péﬁghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
Unit {?élaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
dr. 'QOI'IS Sylvanus;

Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;

112..3‘Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
“" 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan

Tengah;

2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi
Kalimantan Tengah;

4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan
Tengah;

5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah; dan.

9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan
Tengah.

\{\
{ /{‘\}



Dn{&angkan di Palangka Raya

Pasal 4

(1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan

(3)

(1)

acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi
untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub
kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi,
keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah

dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra N
Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan ,(E}
peraturan perundang-undangan. /\\:..

Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dlmaksud&v
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peratuxgn

perundang-undangan. <<\
Pasal 5 ,\Q’}
N
Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan gram dan

kegiatan sesuai dengan Kklasifikasi, ]§o efikasi dan
nomenklatur yang diatur dalam ketgximan peraturan
perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dlg k’sud pada ayat (1)

merupakan bagian muatan dalam E aturan Gubernur ini.

(/
Pasa \
Peraturan Gubernur 1n1\<nﬁula1 berlaku pada tanggal
diundangkan. ; 22
Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Petaturan Gubernur ini dengan
menempatkannya&ia am Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah. “
:',\<\
QW Ditetapkan di Palangka Raya
A -
O
p)

e $ %

0
t"‘?\

Q\./
N
) ‘»5../
2O
s

\é\'a\da tanggal 22 Desember 2021

N/

NQ‘?“P . SEKRETARIS DAERAH
VINSI KALIMANTAN TENGAH,

N\

YANIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kaimantan Tengah Tahun 2021-
2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

a.
b.

°opg TF T pmmoeac

<gctonom

g

CC.

oo N N

a
b.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah; A
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan \”5}
Provinsi Kalimantan Tengah; “&\\‘:
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; /&&/
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah; {,

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan T e@a
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:;

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakara{é Provinsi
Kalimantan Tengah; \L}

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kath an Tengah;
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perf@nahan Provinsi

Kalimantan Tengah; \‘,‘

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah; \J

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian “¥dan Statistik Provinsi
Kalimantan Tengah; \(\

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kahma{ftan Tengah;

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura d@“’Peternakan Provinsi Kalimantan
Tengah; ’\,

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimant flfTengah

Dinas Lingkungan Hidup Provmsugélmantan Tengah;

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi’Kalimantan Tengah;

Dinas Energi dan Sumber Da&&r}/hneral Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Perdagangan dan Périmdustrian Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Koperasi dan Usalga Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
Dinas Penanaman MQ&(B} Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Tengah;®,

Dinas Pendidikan. P}‘OVIHSI Kalimantan Tengah;

Dinas Kesehatan\Provmm Kalimantan Tengah;

Dinas Soma]/:E:r\bvmm Kalimantan Tengah;

Dinas Pemﬁaa dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas udayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinag \Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Pendiiduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah,;

A Q}n s Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;

dd ~Pinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
eQ\ Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan
Tengah;
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4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026, yang di dalammya
mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan
kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun k
depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jang/lia
menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk menin \t(I%an
kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strz(c%gis ini
disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata kegé@rintahan
yang baik (good governance), yang mengedepankan tranﬁﬁransi dan
akuntabilitas. A

</

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalirgélf},t\an Tengah Tahun
2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana .{?gfnbangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan TengaQ ahun 2021-2026, yang
tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimag@i Tengah Nomor 6 Tahun
2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itgj:ﬁga mempertimbangkan asas
kesinambungan dengan program-program da,?/\\kegiatan pembangunan yang

termuat dalam Renstra Perangkat Daerah vinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026. o O
’.\\{./

Rencana Strategis Perangkat Péérah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026 menjadi acuan dalam (;Q’yﬁsunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Kalimantan Tc%é”ah, sekaligus merupakan pedoman bagi

. 7 N7 . . . .
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah yang merupakan do(kﬁ}nen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

satu tahun. Yo \d

Sehubungan ,~&%1\'1Jgan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah
kewajiban bagi sell{@a\lq individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
untuk menopang’ esuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Te€hgah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan
dalam pelaks@naannya.

7
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KATA PENGANTAR

Sebagai upaya memperoleh hasil pembangunan daerah yang sinergi dan komprehensif,
diperlukan suatu proses perencanaan pembangunandaerah yang terintegrasi, partisipatif, berdaya
saing dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin komplek. Untuk
menyikapi kondisi tersebut, Biro Administrasi Pembangunan sebagai unit kerja staf di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu menyusun Rencana Strategis

(RENSTRA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan SKPD. &QS\

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)Biro Administrasi Pembangunan Sekretaridt
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai salah satu %&ag
untuk meningkatkan kapasitas Biro Administrasi Pembangunan selaku unit .@(’ yang
menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai visi misi Gubernur Kaliniaian Tengah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan T@ah Tahun 2021-
2026 ini juga diperlukan untuk menjalankan tahapan perencanaan dan g'g&\(sanaan kegiatan di
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi, mantan Tengah serta
pengendalian kegiatan (berupa monitoring dan evaluasi) selfagai umpan balik (feedback)
perencanaan berikutnya. Rencana Strategis (RENSTRA_Q‘:B%?O Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah E@fﬂ)\ 2021-2026 ini diharapkan dapat
digunakan sebagai komitmen bersama bagi Biro Ad@ﬂistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

N\
Provinsi Kalimantan Tengah dimasa yang akan@ng.

DisadaribahwaRencana Strategi&é‘%ENSTRA) Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimag@)}Tengah Tahun 2021-2026 ini masih belum dapat
menyentuh semua kepentingan km;éa\a berbagai keterbatasan. Namun ke depan akan diupayakan
secara lebih akomodatif. O{?&'\;ena itu, saran yang konstruktif sangat diharapkan scbagai

n

umpan balik di masa yaq,éé} datang.

/‘)
Dengan dis@’l\\\nya Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Pembangunan

Sekretariat Da@ngrovinsi_ Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 semoga dapat memberikan

\
manfaat bagrkita semua.

>
/:\\v:) Palangka Raya,  Desember 2021
N . N
\{’\'/\\ Kepala Biro Administrasi Pembangunan
?ﬁ.., Sekretariat Da/gg i Rrovingi Kalymantan Tengah,

\g;g wbina Utama

NIP495307041988031015

)
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026
merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun yang fungsin ya sebagai pedoman perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan karena merupakan
solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi
permasalahan dan memanfaatkan peluang serta akan menjadi acuan dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja} Biro Administrasi Pembangunan pada setiap tahunnya,_ sd\ama
N\

AN

lima tahun kedepan.

Pada penyusunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahﬁn 2021-2026
merupakan penjabaran teknis RPJMD dalam menentukan arah kebljﬁkan serta indikasi
program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemarmtahan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh Biro Admmistras1 Pembangunan dan
berkorelasi dengan Renstra K/L yang merupakan penjab‘&(an VlSl Kementerian/Lembaga
dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka
mencapai sasaran Program Prioritas Presiden, ,,}f\

Biro Administrasi Pembangunan mt%zuj\pékan unsur kelembagaan dalam jajaran
staf Sekretaris Daerah Provinsi Kalimm%ﬁ Tengah, yang memiliki tugas pokok dan
fungsi penyiapan pengoordinasig.n\’:“ﬁmwnuszm kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daér;'h pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
dacrah di bidang pengenda’han administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,

pengendalian admlmstra51 pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan

pembangunan. \“‘
O

ON

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Upﬂahg-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
X ..::Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

\‘ ’ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

2\

N\
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tenténg Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor {20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 16); N .."

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubazhan Atag glseraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

.....

Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ngmor 5 107)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 261 tentang Perubahan kedua

9.

Atas Peraturan Menteri dalam Negeri noOmor « 1& un 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011
Nomor 310 ) dengan Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
teniang Pedoman Teknis Pengelolm Eeuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendahau dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan dasrah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah
dan rencana pem‘bangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana peml}angunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
meneng\ahﬁaerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang

. Re’ncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

"5.’:32005 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4,

11

12.

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukarn dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Provinsi Kolimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
RPIMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Administrasi Pembangunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

N 3
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai acuan dalam
merencanakan dan merumuskan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan 5
(lima) tahun ke depan yaitu Tahun 2021 — 2026, mendorong tercapainya sasaran
pembangunan yang ditetapkan dalam Jangka waktu 5 (Lima) Tahun ke depan , serta
sebagai penjabaran atau implementasi dalilpemyataan Misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun O

Tujuan menyusun rencana strategis adalah untuk menentukan visi, misi, tujua;m\’
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas pokok
dan fungsi instansi dengan berpedoman lkepada RPIM Daerah Provinsi Kahmantan
Tengah dan bersifat irdikatif, menjadi pedoman dalam penyusunan rent:ana anggaran

dan pedoman dalam pelaksanaan program kerja pada Bn’o Administrasi

A\

Pembangunar.. A

. SISTEMATIKA PENULISAN Q

Sistematika penulisan Rencauna Strategis bcréih?arkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tal‘é:‘\cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerzh, tata cara\aValuam rancangan peraturan daerah tentang
rencana pembangunan jangka pan]ang daerah dan rencana pembangunan Jangka
menengah daerah, serta tata cﬁm perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja

pemerintah daerah, adaIah sebagai berikut;
~O

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar E@Iakang

1.2 Lan@san Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

14 Sistematika Penulisan

\BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Dacrah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB II1 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan F ungsi Biro Adm1mstra51
Pembangunan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan [su-isu Strategis

BAB IV, TUJUAN DAN SASARAN ‘
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
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2.1

BAB Ii

GAMBARAN PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat

2020 tentang Kedudukan, Susunan Administrasi Pembangunan, Tugas, Fungsi dan Tata IQ:rga
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.—Paragraf 2 Pasal 77 Biro Admmlstram
Pembangunan mempunyai tugas penyiapan pengoordinasian  perumusan keblja.kan daerah
pcngoordmasmn pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evalua31 pelaksanaan

.....

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan  wilayah, péiaporan pelaksanaan

.\o

pembangunan, \J

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembar»g@ﬁan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daergtf\dl bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalia&\;fﬂ}ﬁinistrasi pelaksanaan pembangunan
wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; N\ '

b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tug\a; Perangkat Daerah di bidang pengendalian
administrasi pelaksanaan pembanguuans :daerah pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah, pelaporampelaksanaan pembangunan,

c¢. Penyiapan pemantauan dan evaluaﬁ pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang\\péngendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,
pengendalian ag\m'i?}st.rasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan

pembangun@;"

2\

N\

Ko g
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun¢ ":\ ’



Struktur organisasi pada Biro Administrasi Jembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR BIRG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
(Sesuai PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ON
X7
v R
SEKRETARIS DAERAH X
" \\ W
i AL
ASISTEN ADMINISTRASI N\
PEREKONOMIAN { ‘O
DAN PEMBANGUNAN R -
v 2N
KEPALA BIRO
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN i
- KEPALA BAGIAN KEPALA BAG
' PENGENDALIAN PELAA;’gRA]];IAN
ADMINISTRASI - PELAKSANAAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
KEPALA SUB BAGIAN KEPALA‘éﬁ!;BAGIAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN
ADMINTSTRASI , STRASI KEPALA SUB BAGIAN
PELAKSANAAN APBD ELAKSANAAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN WILAYAH I PEMBANGUNAN DAERAH
v’:”‘/; 7
KE;’;;&%&W KEPALA SUB BAGIAN
ADMINSTRASE PENGENDALIAN KEPALA SUB BAGIAN
PELAKSAN. BN ADMINISTRASI PELAPORAN PEMBANGUNAN
AAN APB! PELAKSANAAN DAERAH
PEMBANGUNAN WILAYAH II
KEPALA SUB BAGIAN KIPALA SUB BAGIAN
TATAUSAHA . PENGENDALIAN KEPALA SUB BAGIAN
el ¥ ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
X PELAKSANAAN DAERAH
A PEMBANGUNAN WILAYAH
AP m
QY
AN
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Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dacrah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

Uraian tugas sebagai berikut :

1.

Dalam melaksa\nakan tugas, Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan

Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bzda.gg
pengendalian administrasi peiaksanaan pembangunan daerah bersumber\pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Penda.patan dan
Belanja Negara;

i &

.....

Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Pera@gkat Daerah di
bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunaﬁ daerah bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara; ‘ \\<

. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi\ pelaksanaan kebijakan daerah

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampglg?yhng tidak diinginkan, dan faktor
yang memengaruhi pencapaian tujugn'\lé:ebijakan di bidang pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangﬁii;ﬁ daerah bersumber pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah gén :Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pegendalian administrasi

pelaksanaan pembangur;z{friﬁéerah dan melaksanakan tata usaha biro; dan

. Melaksanakan tugas,—{ii,'gas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi

Pembangunan sestial dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
TR
s\
7,

menyelex;ggarakan fungsi

1. ng}}lapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang

‘\\"p:éngendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada

' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara,

2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah



bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara,

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; <
Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Ry :,}'\

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian peii;i\rlusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkait Daerah,

administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin

Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barati’:"Kabupaten Lamandau

dan Kabupaten Sukamara, pengendalian admm1stra31\<i)e1aksanaan pembangunan

wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupat,en Katlngan Kabupaten Gunung

Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian

administrasi pelaksanaan pembangunan w\iayah I meliputi Kabupaten Barito

Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung

Raya. \\

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pengoordlnasmn perumusan kebijakan daerah di bidang
pengendalian adm:mstram pelaksanaan pembangunan wilayah 1, pengendalian
adrainistrasi pe}\a{sanaan pembangunan wilayah 1I, dan pengendalian
administrasi pebaksanaan pembangunan wilayah III;

2. Menylapkan\ bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
b1dang, pengendahan administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I,
pgpg\endahan administrasi  pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan

‘\i)ér’lgendaiian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 111,

\\ 3. Menyiapkan bahan pemarntauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor

yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian



administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan' wilayah I, dan pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah Iil; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi
Pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan

Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang ;\:"\

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian KA i“.;m

administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 1II, dan pengendal{ah \d

administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I1I; . :'.\\

2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan w11ayah I,
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan ‘wilaiz’ah II, dan
pengendaliant administrasi pelaksanaan pembangunan wilqy\ei}}III;

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanﬁﬁbijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak\'giiﬁginkan, dan faktor yang
memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bi&}ng pengendalian administras: -
pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengf\}ndahan administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah 1II, dan pmgendahan administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah I1I; dan ;0"

4, Pelaksanaan fungsi lain yang\ ldiberikan oleh Kepala Biro Administrasi

Pembangunan yang berkaltan dengan tugasnya.

v x

c. Bagian Pelaporan Pelalgs'zmé,én Pembangunan
Bagian Pelaporan Pe}aksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan ba}}a\rl\}\c;ngoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaag}\“ﬂtx\gas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan’ daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah,
pelaQoran pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah,
Uralan tugas sebagai berikut :

. “.‘1. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang

analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan

pembangunan daerah, dan kebijakan pembargunan daerah;



e i e i e M

2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah, dan kebijakan penibangunan daerah;

3. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijekan di bidang analisis capaian
kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kebijakan pembangunan daerah; dan “z’*”

N 3

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi '{:"‘\
Pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. \\“
Dalam  melaksanakan tugas, Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pemba}qg‘unan

menyelenggarakan fungsi : o9

* S

L. Penylapan bahan pengoordmasun perumusan  kebijakan daerah di bidang
pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah Q7

2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanauan tugas Perangkat Daerah di
bidang analisis capaian kinerja pembangunan d?g}{ah, pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah, dan kebijakan pembang\uxian daerah;

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluas,i\p}z;Ta:ksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampsk y%g, tidak diinginkan, dan faktor yang
memengaruhi pencapaian tujuan keb\r_lakan di bidang analisis capaian kinerja
pembangunan daerah, pelapozﬁ pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kebijakan pembangunan dgemh, dan

4. Pelaksanaan fungsi lg,i{i’fti;;ng diberikan oleh Kepala Biro Administrasi
Pembangunan yang bétkaitan dengan tugasnya.

O
£

~G
2,2 SUMBER DA§A BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Persi;{nel
\‘  Personel Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang

&

\\ 'PNS, 2 (dua) orang CPNS dan 5 (lima) orang non-PNS (Tenaga Kontrak) dengan
'\ . -
\ pendidikan 9 (sembilan) Pascasarjana (S2), 13 Sarjana (S1), 2 (dua) Diploma Tiga (D-III),

10



4 (empat) SLTA, dan 1 (satu) SLTP. Jurusan pendidikan bervariasi dari berbagai jurusan
pendidikan, dan 3 (tiga) orang mendapatkan Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perlengkapan
Ruangan kebutuhan personel perkantoran pada umumnya, berupa ruang kepala kantor dan
ruang staf beserta perangkat kerja yang seluruhnya telah menggunakan personal komputer

dan jaringan intemet.

N\
(N
KINERJA PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN O
&
Capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2016—2821
antara lain adalah sebagai berikut: K ’;.\

AN\
» Penyelenggara Layanan Pengadaan Secara Elektronik sejak Tahun 2008 (20]622020)

e Fasilitasi dalam evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran bag1 Pemerintah
L W

Kabupaten/Kota (TEPPA) (2016-2021) N \
¢ Mengelola Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengz;h@éﬁagai bagian dari e-
Government (2016-2018) O

o Pengelola Sistem Database Dukungan Kebuakan N\\§ona] yang merupakan suplai |
data untuk pimpinan (2016-2021) "\'\ '\.

s Fasilitasi penyusunan Rencana umum pefng};\déan barang/jasa pemerintah melalui
aplikasi sistem rencana umum pqnggdaaﬁ barang/jasa (SIRUP) dan pelaporan

MONEYV online. (2016-2020) .:\ﬁ\{"

e Penyusunan Bahan Pelaksanaqn Jdan Pelayanan Administrasi Bidang Penyusunan
Program, Pengendalian Pfdgram Pelaporan, Analisis, dan Pengkajian Pembangunan

Daerah (2016-2021) o~

11
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BIRO
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Semakin meningkatnya kompetisi antar dacrah, yang menuntut adanya inovasi dan
kreativitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Semakin terbatasnya sumber daya daerah, schingga menuntut peningkatan kerjasama antar
daerah, antar wilayah Jan antar negara.

Lemahnya koordinasi baik sektoral maupun antar daerah, ) \\
Belum tersedianya sistem dan prosedur kerja yang memadai dalam mendukung ke}anbaran

pelaksanaan tugas dan fungsi. e a.

Komitmen dari masing-masing pimpinan SKPD dalam ﬁ%nduxung mekanisme
pengendalian dan pelaporan secara efektif . \\

Tersedianya teknologi informasi yang 1ne.madai\£ﬁﬁm mendukung perencanaan,
pengendalian dan pelaporan yang lebih optimal. ) \\ >

Adanya komitmen pimpinan daerah untuk_ rme?tungkatkan daya saing daerah melalui
pengembangan inovasi sesuai dengan potens\dcm keunggulan daerah.

Adanya komitmen, untuk menmgk‘aﬂ}an peran serta masyarakat dalam proses
pembangunan ) :X\

Adanya komitmen pemerlntah uﬁtuk melaksanakan peningkatan koordinasi dan fasilitasi

guna mensinergikan keg1atttﬁ)€h provinsi dan kab/kota.
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BAB I

PERMASALAHAN DAN JSU-ISU STRATEGIS BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

3.1. INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.

1) Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah;

2) Belum optimalnya pelaksanaan dan pengembangan data/informasi pembangunan,
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA' ©
DAERAH TERPILII A
Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintainan Daerah Provinsi Kalimantan Tengaﬁ.\féhun
2021-2026 adalah: “Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Refiéias, Kuat,
Amanah dan Harmonis.” [ . o
Misi yang akan dilakukan adalah : ~&
1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalarn Mengantisipasi Perubahg%l Glbbal

3/ ’

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Mt:lalui,fgéformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yaggféerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya daiié’érkesetaraan Gender
O

Berdasarkan visi misi Pemerintah Daq;Qh‘ terscbut, bahwa fungsi Biro Administrasi
Pembangunan sebagai fungsi staf dalgrr;‘j;\élhyanan administrasi pembangunan memang secara
spesifik tidak berhubungan iangsung;jﬁe;fapi sebagai fungsi pelayanan dalam bidang administras:
pembangunan berkaitan denganjljﬁ‘si ke 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
melalui reformas: birokra\sj: . Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintah, Biro
Administrasi Pembaqggi;{a} menyelenggarakan tugas dan fungsi yang secara tidak langsung
merupakan bagigﬁ\"\déri kegiatan Reformasi Birokrasi, secara rinci Biro Administrasi
Pembangunanmémberikan dukungan sesuai tugas pokok dan fungsinya antara lain:
v Fasil@!i@gi/dalam evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran bagi Pemerintah Provins: dan

Kabupaten/Kota (TEPRA)
o\\ Pengelola Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional, yang merupakan suplai data

O untuk pimpinan

18



¢ Penyusunan Bahan Pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi Bidang Penyusunan dan

Pengendalian Program.
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Biro Administrasi Pembangunan sebagai unit organisasi dibawah komando Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai fungsi siaf pelayanan

pimpinan (Sekretaris Daerah) dalam hal pelayanan administrasi pembangunan Provinsi \m

N 3

Kalimantan Tengah, tugas ini merupakan tugas yang sifatnya rutin. Dalam kaitannya dengan \ )
Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah saling sinergis dan salmg,
mendukung sebagai instansi yang sama sama mempunyai fungsi staf pimpinan yang tela{l chatur
sesual peraturan yang ada, mendukung dan searah / mengikuti kebijakan baik nas;pnal ‘maupun
kebijakan daerah.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN\i:}NGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS O
\'\\2

Kebijakan penataan ruang vang telah ditetapkan sebagai inraturan daerah Provinsi Kalimantan
Tengah, menjadi pedoman dan ramtu-rambu yang hams‘dnkutl dalam pemanfaatan ruang untuk
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dx \vllayah Provinsi Kalimatan Tengah, dan
dikzndalikan untuk tetap menjaga dan mempérhatlkan kelestarian lingkungan hidup sesuai
kebijakan sebagaimana kajian lmgkungar;:\g},‘dup strategis yang telah disepakati.
Peran Biro Administrasi Pembangynatj':sebagai staf sekretariat daerah, memberikan dukungan
kepada Sekretaris Daerah yang\ééﬁ;é;éai pembantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan dinas .dagrah dan lembaga teknis daerah, monitoring dan evaluasi
pembangunan, khususq;}(a\\berkaitan dengan pelaksanaan dan pemanfaatan ruang di Provinsi
Kalimantan Tengalg.\:;}\ '

3.5 PENENTUANISU-ISU STRATEGIS
Dari bqﬁﬁgai identifikasi masalah dan hasil telazhan diatas, maka isu strategis dalam
peg&él;nggaraan pembangunan biro administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

.'\\ﬁal'imantan Tengan lima tahun ke depan, meliputi :

1. Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah yang akuntabel;

o
N
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2. Meningkatkan sistem pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan
akuntabel;

3. Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan data/informasi.

20



4.1.

BAB1V
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Birc Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunen terdapat pada misi ke 3 (ketiga) yaitu

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi. Misi ini

diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan R
sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, Meningkatkan efektivita:s \g

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan pr&es
dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Tuj uan adalah
pemnyataan-pernyataan tentang hal-hal yang periu dilakukan untuk {ne‘ncapaz Visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu stljatezgié"yang dihadapi
oleh Biro Administrasi Pembangunan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Biro Administrasi
Pembangunan tidak terlepas dari sasaran yang ierkait tugas dan ﬁmgm Perangkat Daerah.
Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan tersebut kemud1an<d1Jabarkan ke dalam indikator
twjuan, vaitu Persentase Data Pelaporan dan smkromsa\i data capaian target realisasi
keuangan dan pembangunan yang bersumber dari dana Busat dan daerah. Sedangkan sasaran
adalah hasil yang diharapkan dari suatu fujuan y}mg ‘diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dllakseglhkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan. Mengingat tujuan yang hcnqu&cii‘capai oleh Bagian Administrasi Pembangunan
selama 5 tabun kedepan adalah ”“l\f[:a’ilxingkatnya Sistem Administrasi Pelaporan dan
Pengendalian Pelaksanaan Pen?b;ﬁ’i;gunan Daerah.”, maka perlu dirumuskan sasaran yang
akan mendukung pencapalaﬂ \hal tersebut. Sasaran yang diemban oleh Biro Administrasi
Pembangunan antara laln\gdalah

1. Tercapainya targf;t data pelaporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan

yang bersumber dari dana pusat dan daerah;

2. Tercaﬁ;/iiﬁya data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan

barang /jasa melalui tender dan non tender yang dilaksanaakan oleh perangkat daerah.

\ S

<szi§aran Biro Administrasi Pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator

sasaran, yaitu :

21



Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuvangan APBD Kab/ Kota
se-Kalimantan Tengah;

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuvangan APBD Provinsi
Kalimantan Tengah,

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi kevangan APBN Kab/ Kota
se-Kalimantan Tengah;

Persentase data laporan dan sirkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBN Provinsi
Kalimantan Tengah;

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian kegiatan fisik prasarana pendanaan APBD
dan APBN strategis dan non strategis pada wilayah I, 1 dan III se-Kalimantan Tengah,

Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah, di
Provinsi Kalimantan Tengah; R :\\
Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadam}'?ﬁ}mg/jasa
pemerintah melalui tender/seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Hl lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;, g

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capa.an target pelaksanaa\ri}}engadaan barang/jasa

pemerintah melalui nontender/nonseleksi yang dilaksanakan oleh Peranigkat Daerah di lingkungan
A

£ N\

pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. \<~ \
A
Untuk mewujudkan Misi Sekretariat Dagidh Provinsi Kalimantan Tengah

\%
sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka Qj{m}l dan sasaran jangka menengah yang

hendak dicapai dari Biro Administrasi pem.b?tlgunan beserta indikator kinerjanya disajikan
(\V

dalam tabel di bawah ini : O
l\“}
- {:,
th::’
O\
od
\/
O
oS
‘\\‘
5
Q¢
2\ .\':3
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Q
":;)»:'nl
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BABYV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Biro Administrasi
Pembangunan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Pada bagian ini dikemukakan
rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Biro Administrasi Pembangunan dalam lima tahun
mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021-2026. |

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan
misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Bire((}\
Administrasi Pembangunan merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk meq?@ai
visi dan misi Kepala Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencan%mgraln

prioritas dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Kalrmantan Tengah. . &

\

\
Perumusan strategi untuk pencapaian indikator pada beberapa sasaran diawali ge@an penentuan

alternatif strategi pencapaian indikator sasaran, sebagaimana pada tabel berikut ”\
\Y
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian
sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk

kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Progfam ini merupakan penjabaran dari QO

kebijakan strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ada pada program \\}\'\
,’\ ¢: S

pembangunan RPIMD Kalimantan Tengah 2021-2026. &qj}

Penyusunan Program dan Kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekreguﬁat

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dikembangkan untuk mencapai Visixgii}’r"\xhisi
dijabarkan rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan il@'{;ﬁ\f/ sebagai
berikut : 10
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BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yvang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan
yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan divkur serta digunakan sebagai
dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinetja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan
dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. |

Keberhasilan kinetja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang
urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat \‘\,\
Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondlgg
kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Dacrah. Kinerja merupakan kunci utama\')tang
harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahur tingkat
keberhasilan capaian.
mengacu pada RPIMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 Hal’]m dimaksudkan
agar indikaior kinerja Biro Adminsitrasi Pembangunan Sekmmnat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah harus diarahkan untuk mencapai target kmerjé sesuai dengan kewenangan
Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target ku%qa RPIMD. BironAdministrasi
Pembangunan berkontribusi untuk mewujudkan selurt@ Mm dalam RPIJMD Tahun 2021-
2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagql sebagalmana Tabel berikut :
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BAB VII1
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026merupakan  komitmen Biro
Administrasi Pembangunan yang discsuaikan dengan kemampuan yang ada dalam mencapai
hasil sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 5 (lima)
tahun kedepan(2021-2026) yang merupakan pelaksanaan Rencana Strategis pada masa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021yang

pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, prioritas

pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan '

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, ) s\\

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman bagi Biro Admi;n)fs\tfési
Pembangunan dalam menyusun program-program dan kegiatan pembanguﬁ;m\: Biro
Administrasi Pembangunan ikut bertanggung jawab untuk menjaga konsistcng,iuéiitara RPIMD
Pemerintah Provinsi dan Rencana Talunan (RENJA), disamping deng@ RTRW Provinsi
Kalimantan Tengah sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya.Keberhgs:ii;'z}l"dalam pelaksanaan
sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dati seiuruh stakeholders secara
harmonis diseluruh tingkatan. Peran pemerintah dacrah lelgih\ﬁifokuskan sebagai fasilitator
dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan peml?gnéﬁﬁan dilaksanakan oleh semua
komponen masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pem@hjgﬁi}an dan komitmen bersama yang kuat
dari semua pihak, mulai dari tahap perengapga;;, f)elaksanaan, dan pengendalian kegiatan
pembangunan. ™

~ " Palangka Raya,

Desember 2021
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